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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
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Menetapkan :

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 309);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang
selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4.  Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi
atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota
untuk daerah kota.

8. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri
yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis di bidang kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK FISIK
BIDANG KESEHATAN

Pasal 2
DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri atas 2 (dua) jenis,
meliputi:
a. DAK Fisik reguler bidang kesehatan; dan
b. DAK Fisik penugasan bidang kesehatan.

Pasal 3

(1) DAK Fisik reguler bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
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a. subbidang pelayanan dasar;

b. subbidang pelayanan rujukan;

c. subbidang pelayanan kefarmasian dan bahan habis
pakai; dan

d. subbidang peningkatan kesiapan sistem kesehatan.

DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. subbidang penguatan intervensi stunting (major
project); dan

b. subbidang penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 4

DAK Fisik reguler subbidang pelayanan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
diarahkan untuk kegiatan:
a. pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas;
b. penyediaan prasarana Puskesmas; dan
c. penyediaan alat kesehatan Puskesmas.
DAK Fisik reguler subbidang pelayanan rujukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
diarahkan untuk kegiatan:
a. pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit;
b. penyediaan prasarana rumah sakit; dan
c. penyediaan alat kesehatan rumah sakit.
DAK Fisik reguler subbidang pelayanan kefarmasian dan
bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c, diarahkan untuk kegiatan:
a. penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi;
b. penyediaan obat; dan
c. penyediaan bahan habis pakai.
DAK Fisik reguler subbidang peningkatan kesiapan
sistem kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d, diarahkan untuk kegiatan:
a. peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan

daerah;
b. penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular;

c. pembangunan rumah sakit pratama; dan
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d. penyediaan telemedicine.

Pasal 5

DAK Fisik penugasan subbidang penguatan intervensi

stunting (major project) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk kegiatan:

a. penyediaan makanan tambahan; dan

b. penguatan promosi, surveilans dan tata laksana
gizi.

DAK Fisik penugasan subbidang penurunan angka

kematian ibu dan bayi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk kegiatan:

a. penguatan alat kesehatan pelayanan ibu dan anak
Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar (PONED);

b. penguatan sarana pelayanan ibu dan anak rumah
sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK);

c. penguatan alat kesehatan pelayanan ibu dan anak
rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK); dan

d. penguatan Public Safety Center (PSC) 119.

BAB III
PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi:

a.
b.

o

e

(1)

penyusunan rencana kegiatan;
penganggaran;

pelaksanaan kegiatan;
pelaporan; dan

pemantauan dan evaluasi.
Pasal 7

Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
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